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ABSTRAK 

 

Skripsi ini merupakan penelitian hukum  yang berjudul “Tinjauan Fiqih 

Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian Pasangan Calon Tidak Memenuhi 

Syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Menurut PKPU No. 1 Tahun 

2020”, studi kasus penelitian ini pada penggantian Bakal Calon Tidak Memenuhi 

Syarat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Mekanisme terhadap penggantian bakal calon 

yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 di kabupaten 

Lamongan dan (2) tinjauan fiqih siyasah terhadap diskualifikasi bakal calon dalam 

pemilihan kepala daerah di kabupaten Lamongan pada tahun 2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Sumber data 

penelitian ada dua yaitu sumber primer berupa peraturan perundang-undangan 

mengenai pemilihan kepala daerah dan sumber sekunder berupa studi kepustakaan 

tentang fiqh siyasah baik segala bentuk publikasi yang terkait maupun literatur. 

Teknik penulisan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola berpikir 

deduktif.  

 Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi 

pustaka (library research).Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan 

pola hukum deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga 

menjadi data yang konkrit mengenai Mekanisme Penggantian Pasangan Calon 

Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Menurut 

PKPU No. 1 Tahun 2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis 

menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siya>sah Dustu>ri>yyah yang merupakan 

bagian dari Fiqh Siya>sah yang membahas masalah perundang-undangan di suatu 

negara. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Diskualifikasi Bakal Calon Bupati 

di Kabupaten Lamongan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lamongan menerima hasil tes kesehatan dari RSUD Dr Soetomo Surabaya, hal 

ini mengacu dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 

Huruf (f) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 

40 Huruf (i). Dalam tinjaun Fiqh Siyasah implementasi diskualifikasi calon  

Kepala Daerah Lamongan Tahun 2020 2020 bahwa salah satu bakal calon 

digugurkan oleh KPU Lamongan karena tidak memenuhi persyaratan dan 

ketentuan karena tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan dalam hal ini 

antara Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) 

dan (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal83 

ayat (1) dan (2), sesuai yaitu umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan 

Ulil Amri. 

 

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Penggantian Bakal Paslon 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang 

dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, salah satu ciri negara hukum adalah adanya sistem 

demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan suatu bentuk 

atau mekanisme sistem yang dijalankan dalam pemerintahan suatu negara 

sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan 

oleh pemerintah. Dalam sistem demokrasi semua warga negara memiliki hak 

yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup 

mereka. 

Demokrasiasebagaiasuatuasistematelah menjadikan alternatif dalam 

berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan berrnegara di beberapa negara. 

Menurut Mahfud M.D, ada dua alasan dipilihnya demokrasi menjadi dasar 

dalam bernegara. Pertama, hampir seluruh negara didunia telah menjadikan 

demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas 

kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat 

untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tinggi.1 

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 Pasal 1 Ayat (2), menyatakan dengan jelas bahwa ‚Kedaulatan berada 

                                                 
1
A. Ubaidillah dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani  

(JakartaPress, 2000), 161. 
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ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar‛. Bunyi 

pasal tersebut memiliki makna bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi menyerahkan kekuasaannya kepada negara untuk dijalankan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang. Keadaulatan rakyat menjadi ajaran 

penting dalam demokrasi yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi 

berada ditangan rakyat. 

Oleh karena itu setiap warga negara berhak ikut serta  menentukan 

berjalannya roda pemerintahan dalam menentukan dan pengambilan 

keputusan. Tiga komponen dalam demokrasi politik yaitu: Pertama, adanya 

persaingan (competition) antara individu maupun organisasi politik untuk 

merebut kursi pemerintahan. Kedua, adanya partisipasi politik dengan 

memilih wakil rakyat untuk duduk di kursi parlemen. Ketiga, adanya 

kebebasan dan persamaan (civil and political freedom) adanya hak dalam 

mengekspresikan dan mengeluarkan pendapat.2 Pada prinsipnya paham 

demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara 

dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, sehingga partisipasi 

masyarakat sangat dibutuhkan oleh negara yang menganut sistem demokrasi 

baik secara langsung maupun perwakilan. 

Adapun  yang melatar belakangi Indonesia memakai dan menerapkan 

sistem demokrasi adalah  banyaknya agama yang masuk dan berkembang di 

Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya dan bahasa, kesemuanya 

merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri.Demokrasi Indonesia 

                                                 
2
Abdul Chalik, Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2017),71 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 

 
 

dipandang perlu disesuaikan dengan karakter  pribadi bangsa Indonesia. 

Negara Indonesia menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan Pancasila, 

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada 

kepribadian dan falsafah di bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila 

merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan 

kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang 

mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan 

budi pekerti luhur, berkepribadian Inonesia dan berkesinambungan.3 

Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi 

dan kepentingan rakyat. Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang 

diwujudkan dalam kehendak umum yaitu kehendak bersama semua individu 

sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau 

kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan 

kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu 

pertemuan. 

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara 

langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Argumen ini dikuatkan 

melalui pendapat Syamsudin Haris yang mendefinisikan pemilihan umum 

(pemilu) sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik.4Demokrasi 

menjadi salah satu hal penting dalam konteks keberlangsungan  kehidupan 

politik di Indonesia, dalam rangka mewujudkankehidupan politik yang 

                                                 
3
Mohammad Hatta, ‚Indonesia Merdeka‛ dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I :  Kebangsaan 

dan Kerakyatan, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1998), 87. 
4
Agus, Aktor Penyelenggara Pemilu, (Malang: Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar 

DaerahIlmu Pemerintahan FISIP UB, 2013),13. 
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demokratis maka dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan 

kepala daerah (pilkada) langsung sebagai salah satu sarana nya. Pelaksanaan 

Pemilu merupakan indikator paling mudah untuk menentukan sebuah negara 

menganut asas demokrasi atau tidak, karena Pemilu adalah proses 

masyarakat dalam menentukan perkembangan sebuah negara dengan cara 

ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya partisipasi 

yang tinggi dari masyarakat dapat mempengaruhi terwujudnya good 

government dalam suatu negara. 

Sebagaimana kita ketahui, pemilu adalah konsekuensi logis dari 

negara demokrasi, dan demokrasi adalah salah satu cara yang dipandang 

aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum. Keyakinan akan 

pemilu sebagai instrumen terpenting bagi demokratisasi memperoleh 

legitimasi yang kuat dari Samuel P. Huntingtion dalam buku The Third 

Wave of Democratization in the Late Twentieth Century (1993). Dalam 

buku tersebut mendefenisikan demokrasi dengan merujuk pada pendapat 

Joseph Schumpeter dalam bukunya yang diterbitkan pertama kali pada 1942 

berjudul Capitalism, Socialism and Democracy, yang mendefenisikan 

demokrasi secara prosedural dengan pemilu sebagai esensi demokrasi. Akan 

tetapi, Huntington segera menambahkan bahwa sistem demokrasi tak cukup 

hanya dengan pemilu. Pemilu yang bebas, jujur dan kompetitif hanya 

dimungkinkan bila terdapat kebebasan berpedapat, berkumpul dan pers. 

Secara sederhana, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala 

Daerah (pilkada)  merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus 

implementasi atas prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan 

kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum 

demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 

Pemilihanakepalaadaerah merupakan salah satu instrumen untuk 

memenuhi desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer 

lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana 

pemilu nasional merupakan sarana yang diguanakan untuk memilih dan 

mengganti pemerintahan secara demokratis. Melalui pemilihan kepala 

daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya di daerah 

sehingga dapat sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak 

dan mampu untuk memerintah. Pemilihan kepala daerah dimaksudkan tidak 

saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan 

pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis 

ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu 

mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara 

menyeluruh. Pelaksanaan pemilukada telah membawa sejumlah manfaat 

besar khususnya dalam penataan demokrasi di tanah air. Terpenuhinya hak-

hak politik masyarakat yang ditandai dengan peran sertanya dalam memilih 

kepala daerah adalah perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. 

Kredibilitas pemilukada secara universal ditandai dengan undang-

undangpemilu yang mengatur hal-hal utama dalam penyelenggaraan pemilu 
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seperti pengaturan siapa yang berhak memilih atau dipilih. Tidak kalah 

pentingnya,organisasi penyelenggara pemilu seperti komisi pemilihan umum 

(KPU) bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 

2017 tentang pemilihan umum (pemilu). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 

Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah 

memberikan laporan pertanggung jawaban dalam hal penyelenggaraan 

seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan 

kepada rakyat yang seharusnya pemilu merupakan hajatan rakyat maka 

pertanggung jawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat. Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu 

diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan 

pemilihan umum. 

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia baru 

terlaksanasejak juni 2005. Dari perspektif yuridis, pemilukada merupakan 

amanat langsung dariUUD 1945.5 Pemilihan umum kepala daerah dan wakil 

                                                 
5
UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (4), ‚Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala  

pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.‛ 
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kepala daerah atau seringkalidisebut pemilukada, adalah pemilihan umum 

untuk memilih kepala daerah dan wakilkepala daerah secara langsung di 

Indonesia oleh penduduk daerah setempat yangmemenuhi syarat. 

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih olehDewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dasar hukum penyelenggaraan pemilukada adalah Undang-Undang 

Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak berlakunya 

Undang-Undang Nomor22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum, pemilukada dimasukkandalam rezim pemilu, sehingga secara resmi 

bernama ‚Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah‛ atau 

‚Pemilukada‛. 

Secara historis, gagasan untuk memasukkan Pilkada dalam rezim 

pemilu diyakini sebagai sarana untuk meningkatkan demokrasi di tingkat 

daerah. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengenalan pemilihan baru ini 

sangat penting untuk mengubah demokrasi Indonesia. Secara khusus, 

memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat daerah untuk 

memilih para pemimpin daerah mereka, dipandang mewakili demokrasi 

lokal. Wujud dan mekanisme demokrasi di daerah melalui pelaksanaan 

Pilkada juga merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan 

bahwa masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih kepala 

daerahnya.6 

                                                 
6
Lita Tyesta A.L.W, Farid Ibrahim, Adissya Mega C., ‚Koherensi  Pemilihan Kepala Daerah Di 

Indonesia  Terhadap Nilai-Nilai Denokrasi Pancasila‛, Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, 

no. 3 Tahun 2020,  Fakultas Hukum, Universitas  Diponegoro, Semarang, 308-309. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 

 
 

Lahirnya UU. No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu 

telah merevisi ketentuan penyelenggaraan yang diatur dalam UU No. 32 

Tahun 2004. UU No. 22 Tahun 2007 meletakkan pemilihan kepala daerah 

sebagai bagian dari rezim pemilu sehingga KPU dengan independensinya 

bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Demikian 

juga dalam pembentukan Badan Pengawas Pemilu (atau panitia Pengawas di 

tingkat lokal). UU No. 22 Tahun 2007 mengatur pembentukan dan rincian 

tugasnya serta dijamin independensinya.7 

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah sebelumya diatur dalam 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 junto Nomor 8 Tahun 2015, yang 

mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-

Undang Pemilihan Kepala daerah beberapa kali mengalami perubahan, 

termasuk Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan 

kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Selanjutnya perubahan diatur 

yang di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 

(pemilu).  

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya diskualifikasi 

terhadap Bakal calon wakil bupati salah satu pasangan calon dari tiga 

pasangan calon yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lamongan. Mahrus Ali selaku ketua KPU Kabupaten Lamongan 

menyampaikan bahwa pengguguran atau diskualifikasi yang dilakukan oleh 

                                                 
7
Sri Warjiyati, ‚Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah‛, Al-Daulah : Jurnal 

Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4 no. 1 April 2014, Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 117. 
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KPU Kabupaten Lamongan dikarenakan Bakal Calon Wakil Bupati 

Muhammad Suudin dari jalur perseorangan hasil tes kesehatannya tidak 

memenuhi syarat untuk melnajutkan pencalonannya sebagai calon wakil 

bupati Lamongan. Langkah tersebut diambil KPU Kabupaten Lamongan 

setelah menerima hasil tes kesehatan dari RSU Dr. Soetomo Surabaya 

dengan mengacu pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) 

Huruf (F) dan PKPU No. 18 Tahun 2019 Pasal (46).8 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Huruf F 

menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Calon kepala daerah adalah 

‛Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim‛.  Sehingga untuk 

membuktikan bahwa bakal calon kepala daerah memenuhi syarat tersebut, 

KPU Kabupaten Lamongan harus berkoordinasi dan membentuk tim 

pemeriksa sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 dan dalam hal ini KPU 

Kabupten Lamongann berkoordinasi dengan RSU Dr. Soetomo Surabaya 

sebagai tempat pemeriksaan Ketiga  Bakal Pasangan Calon kepala daerah 

kabupaten Lamongan. Atas hasil pemeriksaan yang diterima oleh KPU 

Kabupaten Lamongan, status Muhammad Suuddin sebagai bakal calon wakil 

bupati gugur atau didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan tahapan 

pencalonan dikarenakan tidak memenuhi syarat jasmani dan diumumkan 

oleh KPU Kabupaten Lamongan Pada 16 September 2020. 

                                                 
8
https://jatim.tribunnews.com/amp/2020/09/15/peta-politik-pilkada-lamongan-bakal-

berubakondisii-tak-sehat-m-suudin-gagal-jadi-cawabup 

 

https://jatim.tribunnews.com/amp/2020/09/15/peta-politik-pilkada-lamongan-bakal-berubakondisii-tak-sehat-m-suudin-gagal-jadi-cawabup
https://jatim.tribunnews.com/amp/2020/09/15/peta-politik-pilkada-lamongan-bakal-berubakondisii-tak-sehat-m-suudin-gagal-jadi-cawabup
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Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020 pasal 78 Ayat (1) Huruf (a), calon 

wakil bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat diganti. Akan 

tetapi, mekanisme penggantian bakal calon yang tidak  memenuhi syarat 

terdapat perbedaan antara penggantian bakal calon hasil penjaringan partai 

politik atau gabungan partai politik dengan bakal calon independen. Hal 

tersebut disebabkan oleh perbedaan persyaratan pencalonan antara kedua 

nya. 

Pengangakatan atau pemilihan pemimpin dan hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik (al-siyāsah ). Al-

Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari’at terdapat ketika manusia atau 

masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk 

memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan 

dalam kehidupan.9 Oleh karena itu dalam sebuah negara dibutuhkan seorang 

pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau Pemilu. 

Hak kewarganegaraan menjadi suatu yang penting dalam 

pemerintahan Islam, dalam Hukum Islam sendiri pemilihan kepala daerah 

tidak ada diatur secara khusus dikarenakan kepala daerah dimasa klasik tidak 

dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah.  demikian Islam 

memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. 

 

                                                 
9
 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, 

(Jakarta:Gema Insani, 2000), 15. 
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Allah SWT berfirman:10 

نَازَعْتُمْ فِ  رُُّّو ُُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ ت َ ٍٍ ف َ ْْ ََ  
رٌ  لِكَ خَي ْ وْمِ الْْخِرِ ۚ ذََٰ تُمْ تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالْي َ  وَأَحْسَنُ تََوِْيلً إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah 
(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya). (Q.S An-Nisa : 59) 
 

Dalam Ayat diatas Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk 

mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Ulil amri sendiri dalam Ayat 

tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang 

menjabat sebagai penguasa wilayah semacam wali kota, maupun gubernur. 

Urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung 

dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Artinya, politik pemerintahan 

dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. 

Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh 

memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam. 

Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, 

pemerintahan,konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah 

dalam agama Islamdibahas pada al-siyāsah al-dustūriyyah. Di samping itu, 

kajian dalam alsiyāsahal-dustūriyyah juga membahas tentang konsep negara 

hukum danhubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara 

serta hak-hakwarga negara yang wajib dilindungi.11 

                                                 
10

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Bandung :   Penerbit Diponegoro, 2009), 87. 
11

 Muhammad Iqbal, Fiqh Al-Siyāsah‚ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta:PrenadamediaGroup, 2014), 177. 
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Ilmu al-siyāsah al-dustūriyyah mulai mendapat sorotan dari 

masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kriteria calon pemimpin 

yangbaik. Ada metode yang harus diperhatikan dalam mengkaji fikih al-

siyāsahal-dustūriyyah. Metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan 

metodefikih lainnya, yaitu menggunakan ilmu ushul al-fiqh dan qawa’id al-

fiqh.Adapun penggunaan ilmu ushul al-fiqh dan qawa’id al-fiqh dalam 

mengkajifikih siyāsah sangat penting karena masalah al-siyāsah tidak diatur 

secaraterperinci dalam Al-Quran dan Al-Hadits.Fikih al-siyāsah al-

dustūriyyah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:12 

1. Al-Siyāsah al-tashri’iyyah, mengatur tentang ahl al-hali wa al-aqdi, 

perwakilan rakyat. Hubungan antar warga negara, undang-undang dan 

peraturan-peraturan lainnya 

2. Al-Siyāsah al-tanfidyyah, mengatur dalam persoalan imamah, persoalan 

bai’ah, wizarah, waly al-ahadi, dan lain sebagainya. 

3. Al-siyāsah al-qaḍaiyyah, membahas tentang permasalahan peradilan. 

4. Al-siyāsah al-idâriyyah, membahas tentang administratif kepegawaian. 

Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang diangkat oleh 

penulis sangat menarik apabila dianalisa dari perspektif fikih alsiyāsah al-

dustūriyyah, dengan demikian penulis tidak hanya membahas dari perspektif 

hukum tatanegara, namun penulis juga menyajikan analisis dalam perspektif 

hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama tentang analisis fikih 

                                                 
12

A. Djazuli, Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 

(Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 47. 
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al-siyāsah al-dustūriyyah terhadap Mekanisme penggantian bakal calon 

pemimpin dalam pelaksanaan Pemilihan  Kepala Daerah yang adil dan 

demokratis. 

B. Identifikasi dan BatasanMasalah 

1. IdentifikasiMasalah 

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap 

kemungkinan- kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul 

dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang 

diduga sebagai masalah.13 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya : 

a. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Diskualifikasi Calon Tidak 

Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Kepala  Daerah.. 

b. Kepastian  Hukum  Mengenai Pelaksanaan Mekanismme 

Penggantian Calon Tidak Memenuhi syarat Menurut PKPU 

No. 3 Tahun 2017 dan PKPU No.1 Tahun 2020. 

c. Batas Waktu Tahapan Proses Penggantian Calon 

TidakMemenuhi Syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah. 

d. Kesenjangan Persyaratan Penggantian Calon Antara Calon 

Perseorangan dengan Calon yang diajukan Oleh Partai Poitik. 

 

                                                 
13

 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8. 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam serta tidak 

menyimpang dari pembahasan, maka penulis memandang penelitian 

yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu penulis 

memberi batasan masalah sebagai berikut: 

a. Tinjauan fiqih siyasah terhadap diskualifikasi calon tidak 

memenuhi syarat dalam pemilihan kepala  daerah.. 

b. Mekanisme  penggantian calon tidak memenuhi syarat dalam 

pemilihan kepala  daerah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penggantian calon tidak memenuhi syarat 

menurut PKPU No. 1 Tahun 2020 pada pemilihan kepala daerah 

kabupaten Lamongan 2020 ? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap diskualifikasi calon dalam 

pemilihan kepala  daerah kabupaten Lamongan 2020? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah penjelasan deskripsi mengenai penelitian 

terdahulu yang relevan sudah pernah diteliti yang dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan diteliti ini tidak ada reduplikasi dari kajian atau 

penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa 
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penelitian terkait Penggantian Calon Kepala Daerah  antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Alicia Darrma Kesuma (2019), dengan judul 

‚Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Di Tinjau dari Fiqh 

Siyasah‛ penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan diskualifikasi 

calon kepala daerah di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2015. 

Persamaan dalam skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah 

mengenai objek kajian nya, akan tetapi memiliki perbedaan dalam hal 

sebab penggantian nya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Alicia Umar Faruq (2015), dengan judul ‚Pro 

Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah‛ penelitian ini membahas 

mengenai pro dan kontra sistem penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah.yang memiliki persamaan terhadap kajian kepemiluan, sedangkan 

perbedaan nya terletak pada fokus kasus yang dikaji. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Mahpudin (2020), penelitian ini 

membahasmengenai sengketa konflik antara calon perseorangan dan 

penyelenggara pemilu dalam kontestasi elektoral pada pilkada 

kabupaten Lebak tahun 2018. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu 

mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan lebih dikhususuhkan terhadap 

implementasi penggantian bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat 

(TMS). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya 

mengkaji tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme diskualifikasi 

pemilihan kepala daerah danpeneliti dalam skripsi ini mengkaji Mekanisme 
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penggantian bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan 

beberapa penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

yang  berjudul  ‚Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Mekanisme Penggantian 

Calon Tidak Memenuhi Syarat Dalam Pilkada 2020 Menurut pkpu No. 1 

Tahun 2020‛. Penelitian ini lebih berfokus Mekanisme Penggantian Calon 

Kepala Daerah Tidak Memenuhi Syarat, dan juga ditinjau dari segi hukum 

Islam. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan 

sebagaimana rumusan masalah diatas. Sehingga nantinya dapat diketahui 

secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini, adapun tujuan 

tersebut antara lain: 

1. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Diskualifikasi 

Calon dalam Pemilihan Kepala  Daerah Kabupaten Lamongan 2020. 

2. Untukmengetahui  Mekanisme  Penggantian Calon Tidak Memenuhi 

Syarat dalam Pemilihan Kepala  Daerah 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan tujuan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni 

sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih 

perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan pengetahuan 

hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara yakni tentang 

diskualifikasi calon kepala daerah  dan mekanisme penggantian nya serta 

ditinjau dari segi ketatanegaraan islamnya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan berguna untuk para 

masyarakat dan akademisi dalam memahami  mekanisme pemilihan 

kepala daerah  secara kesluruhan dan mekanisme  penggantian calon 

apabila terdapat calon tidak memenuhi syarat sehingga  masyarakat 

mampu mengawal proses berjalannya demokrasi di Indonesia dan mempu 

mengawal secra penuh proses pemilihan kepala daerah. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu 

kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan menguraikan 

pengertianya yakni sebagai berikut: 

1. Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah 

al-Siyāsah al-Dustūriyyah merupakan salah saturuang lingkup 

fiqh Siyasahyang  berhubungandengan  peraturan  dasar  tentang 

bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

kepala negara, batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, 
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ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta 

hubungan antara rakyat dan penguasanya.19Fikih siyasah dusturiyah 

dalam penelitian ini diimplementasikan dalam tata cara pemilihan 

kepala daerah, lebih khusus terhadap mekanisme penggantian bakal 

calon yang tidak memenuhi syarat. 

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 

Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 

Pemilihan Bupati/ Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih 

Gubernur dan Bupati/Walikota. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan 

bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu 

termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi 

tidak langsung (indirect democracy). penyelenggaraan Pilkada sendiri 

merupakan sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat 

kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih 

dapat memperjuangkan kepentingan rakyat.Dalam penelitian ini 

membahas mengenai pemilihan kepala daerah di akabupaten 

Lamongan.  

3. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

Tidak memenuhi syarat disini yang dimaksud adalah 

berhubungan dengan Pasangan Calon, baik calon yang di usulkan oleh 

Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon 
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Perseorangan yang mendaftarkan diri dan tidak memenuhi syarat. 

Mengacu pada PKPU NO. 03 Tahun 2017 BAB II tentang 

Persyaratan Calon dan Pencalonan disbutkan Warga Negara Indonesia 

dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan 

memenuhi berbagai persyaratan. Maka ketika ada Pasangan Calon 

baik calon yang di usulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai 

Politik, Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri yang 

mendaftarkan diri namun dari kelengkapan Peryaratan baik 

Administrasi maupun persyaratan yang lainnya tidak dapat terpenuhi 

maka bakal calon tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS). 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang 

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.14 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu 

penelitian yang lebih menekankan terhadap analisisnya pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif , serta pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

                                                 
14

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2007),  3. 
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menggunakan metode sacara ilmiah.15 Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan yang juga didukung dengan menelaah secara 

mendalam terhadap kajian kepustakaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tentang proses diskualifikasi 

dan mekanisme penggantian bakal wakil calon bupati yang tidak 

memenuhi syarat di Kabupaten Lamonganpada Pilkada 2020 sesuai 

ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

No. 3 Tahun 2017 dan No. 1 Tahun 2020. Berdasarkan spesifikasinya 

penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif 

analisis, yang diharapkan nantinya penelitian ini mampu memberikan 

gambaran yang kongkrit, kredibel dan akuntabel mengenai pelaksanaan 

proses Pilkada srentak di kabupaten Lamongan,  

2. Sumber Data 

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data  maka  

dalam hal ini sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini  

berupa bahan hukum primer dan sekunder.16 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmiatau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara 

                                                 
15

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 05. 
16

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,2005) ,181. 
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lain: 

1. UU No. 1 Tahun 2015 

2. UU No. 8 Tahun 2015 

3. UU No. 10 Tahun 2016 

4. UU No. 2 Tahun 2020 

5. UU No. 6 Tahun 2020 

6. PKPU No. 3 Tahun 2017 

7. PKPU No. 1 Tahun 2020 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi serta bahan yang 

berasal dari literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Buku-buku teks, Kamus 

Hukum, Jurnal-jurnal hukum, Artikel, Internet. Adapun bahan 

sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi 

kepustakaan ialah suatu metode yang mana pengumpulan bahan-  

bahan hukumya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang 

memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang 
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lingkup permaslahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan 

mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan,  buku, 

hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, 

artikel, majalah, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana 

hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis 

bahas supaya dapat membantu penyelesaian penelitianini. 

4. Teknik Analisis Data 

Data tentang Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap 

Mekanisme diskualifikasi dan penggantian bakal calon TMS pada 

Pemilihan kepala daerah yang telah dikumpulkan baik primer dan 

sekunder kemudian menggunakan teknik deskriptif analisis yang 

selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data tersebut  

disusun dengan menggunakan anilisis kualitatif yang kemudian 

disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif merupakan 

analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam 

bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran serta 

kesimpulan. 

J. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan skripsi ini dapat sistematis dan mudah dipahami 

dalam hal ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar 

belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
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operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan . 

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang  

Fiqh Siyasah Al-dusturiyah,  yang didalamnya  membahas  pengertian Fiqih 

Siyasah Al-dusturiyah,Sejarah Pemilu yang di dalamnya akan dituliskan 

tentang sejrah pemilihan pemimpin pada masa khulafaur rasyidin. 

Bab III membahas temuan lapangan tentang mekanisme penggantian 

bakal calon kepala  daerah yang tidak memenuhi syarat menurut PKPU No. 1 

Tahun 2020 

Bab IV merupakan analisis data yang memuat Analisis Fiqh 

Siya>sahterhadap mekanisme diskualifikasi dan penggantian bakal alon yang 

tidak memenuhi syarat menurut Permenkumham PKPU No. 1 Tahun 2020. 

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua 

pembahasan dalam penelitian sekaligus jawaban ringkas atas rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian dan selanjutnya diakhiri dengan saran. 
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BAB II 

KONSEP FIQH SIYASAH DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN  

 

A. Konsep Fiqh Siyasah 

Berikut dijelaskan pengangkatan pemimpin dalam konsep Fiqh 

Siyasah yakni mengenai pola atau mekanisme pemilihan pemimpin. 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Kata Fiqh  secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti, 

merupakan istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, 

yurisprudensi Islam. Selain itu secara etimologis (bahasa) fiqh yaitu 

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembicara, dan/atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-

maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah Fiqh Siya>sah  

menurut bahasa merupakan pengertian atau pemahaman pengertian 

terhadap perkataan dan perbuatan manusia. 

Istilah secara terminologis, menurut ulama-ulama  syara’  

(hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang 

sesuai dengan syara’  mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari 

dalil-dalil yang  tafshil ( terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum 

khusus yang sebagaimana diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan 

Sunnah yang disusun  oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad). 

Dengan kata lain fiqh merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum 
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agama Islam.1 

Istilah Fiqh Siyasah adalah tarqib idhafi atau kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yaitu فقه dan سياست. Secara etimologis, Fiqh 

merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata ْ ْْ-فقه فقهاْ–يفقه yang berarti 

pemahaman secara mendalam dan akurat untuk memahami tujuan 

ucapan dan tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih 

popular di diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat 

perbuatan yang dipahami dari dalilnya.Sedangkan siyasah yaitu semua 

perbuatan yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan 

dijauh dari keburukan.2 

Kata siya>sah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus al-

Munjid dan Lisan al-Arab  berarti mengatur, mengurus dan memerintah. 

Siya>sah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau  membuat 

kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi 

menyatakan, arti kata siya>sah adalah mengatur. Kata sasa sama dengan 

to govern to lead. Siya>sah sama dengan policy (of government, 

corprotion, etc). Jadi siya>sah menurut bahasa mengandung beberapa arti, 

yaitu mengatur, mengurus, memrintah, memimpin membuat 

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, 

dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk 

mencapai sesuatu tujuan adalah siya>sah. 

                                                 
1
 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran ( Jakarta: PT R aja Grafindo 

Persada, 1994),21-22. 
2
Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah, 16. 
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Secara terminologis dalam Lisan al-Arab siya>sah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Sedangkan didalam al-Munjid disebutkan, siya>sah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan 

yang menyelamatkan. Secara garis besarnya siya>sah adalah ilmu 

pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, 

yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, 

yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.3 

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siya>sah  dari segi 

etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan 

oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siya>sah atau 

siya>sah syar’iyyah ialah ‚ ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk 

beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksannan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 

yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat.‛ Jelasnya Fiqih Siya>sah atau Siya>sah 

Syar’iyyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu 

Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.4 

2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah 

Fiqh Siya>sah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Kemudian 

bahasan dari ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang 

                                                 
3
 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran ( Jakarta: PT R aja Grafindo 

Persada, 1994),22-23. 
4
 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran… , 26. 
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meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan 

kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan 

dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. Fiqh Siya>sah 

mengkgususkan diri di bidang muamalah dengan spesialis segala ihkwal 

dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.5 

Secara garis besar ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam 

adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman 

landasan dalam mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan 

antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing 

dalam usaha mencapai tujuan negara.6 

Namun dalam bebrapa literatur yang membahas fiqh siya>sah, 

objek bahasanya mencakup masalah khalifah imamah, dan imarah, 

masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian 

kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat, masalah waliyul 

ahdi, masalah ahlul halli> wal aqdi>, masalah peradilan, masalah 

peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, dan sebagainya 

baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam 

konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.7 

Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan para Ulama’, hal tersebut berkenaan 

dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau Fiqih 

                                                 
5
 Jeje Abdul Rajak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN sunan Ampel Press, 2014), 6. 

6
 Ibid., 7. 

7
 Ibid.,7. 
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Siya>sah. Perbedaan ini dapat dilihat darisisi jumlah pembagian masing-

masing ulama, diantaranya ada yang berpendapat bahwa terdapat lima 

bidang kajian, selain itu Ulama’ yang lain menetapkan kepada tigaatau 

empat bidang pembahasan. Bahkan sebagian Ulama’ ada  yang membagi 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun 

perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat 

teknis. 

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya berjudul al-Ahkam 

al-Sulthaniyah, beliau membagi ruang lingkup Fiqih Siya>sah kedalam 

lima bagian antara lain: 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah 

2. Siya>sah Maliyah; 

3. Siya>sah Qada>iyyah; 

4. Siya>sah Harbiyah; 

5. Siya>sah Idariyah.  

Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul 

al-Siya>sah al-Syar’iyyah ruang lingkup Fiqih Siya>sah adalah sebagai 

berikut: 

1. Siya>sah Qoda>iyyah; 

2. Siya>sah Idariyah; 

3. Siya>sah Ma>liyah; 

4. Siya>sah Dauli>yah/ Siya>sah Kharijiyah. 
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Fiqih Siya>sah mengkhususkan diri pada bidang muamalah 

dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara 

dan pemerintah. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqih 

Siya>sah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang 

dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran 

agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian Fiqih Siya>sah 

berkaitan dengan ‚pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiranya, 

dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa Syari’ah, 

yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan 

dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah amanah yang 

tetap‛.8 

Ibn Taimiyah mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini 

pada surah an-Nisa’ ayat 58-59 yang menyatakan 

 ۞ إِنَّ اللَََّّ يََمُْركُُمْ أَنْ تُ ؤَُُّّوا الَْْمَانََتِ إِلَََٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا
ا يعَِظُكُمْ بِهِ ۗ يعًا بَصِيراً بِِلْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّ  إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ

‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.‛9 
 

نَازَعْتُمْ فِ  ٍٍ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ ت َ ْْ ََ  

                                                 
8
 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran…, 27-28. 

9
 al-Qur’an, 4:58. 
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رُُّّو ُُ إِلََ  رٌ وَأَحْسَنُ تََوِْيلً ف َ لِكَ خَي ْ وْمِ الْْخِرِ ۚ ذََٰ تُمْ تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالْي َ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ  
‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.‛10 

 

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan 

(pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada 

yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan didalam 

ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat baik dari 

kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-

Nya serta mematuhi pemerintah.11 

Dari ketiga pandangan diatas memberikan gambaran bahwa 

objek bahasan Fiqih Siya>sah secara garis besar adalah: 

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan 

landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 

2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; 

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan 

kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. 

Dari pengertian diatas, baik dalam pengertian etimologis maupun 

terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fiqih Siya>sah meliputi 

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, 

hubungan dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan 

                                                 
10

 al-Qur’an, 4:59. 
11

 J. Suyuti Pulunga, Fiqih Siyasah: Ajaran…,28. 
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yang bersifat internal maupun hubungan yang bersifat eksternal antar 

negara, dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dari pemahaman 

seperti itu, tampak bahwa kajian Siya>sah memusatkan perhatian pada 

aspek pengaturan.12 Penekanan demikian terlihat penjelasan T. M. Hasbi 

Ash Shiddieqy:  

‚Objek kajian Siya>sah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan 

urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiranya, dengan mengingat 

persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah,yang kita tidak peroleh 

dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari 

nash-nash yang merupakan syariah’amah yang tetap‛. 

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab 

Khallaf: 

‚objek pembahasan ilmu siya>sah adalah pengaturan dan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaianya dengan pokok-pokok agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhanya‛. 

 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqih Siya>sah maka 

dalam tahap perkembangan fiqih siya>sah dewasa ini, dikenal beberapa 

pembidangan fiqih Siya>sah. Tidak jarang pembidangan yang diajukan 

ahli yang lain. Hasbi Ash Syiddieqy membaginya kedalam delapan 

bidang, yaitu: 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah Syar’iyyah 

2. Siya>sah Tasyrii>yyah Syar’iyyah 

                                                 
12

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah 

(Jakarta: Kencana,2017), 29. 
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3. Siya>sah Qadai>yyah Syar’iyyah 

4. Siya>sah Maliyah Syar’iyyah 

5. Siya>sah Ida>riyah Syar’iyyah 

6. Siya>sah Kharijiyyah Syar’iyyah/Siya>sah Dawliyah 

7. Siya>sah Tanfiziyyah Syar’iyyah 

8. Siya>sah Harbiyyah Syar’iyyah 

Dari kurikulum fakultas syariah pembidangan fiqih siya>sah 

membagi ke dalam 4 bidang, yaitu:13 

1. Fiqh Dustu>ry 

2. Fiqh Maliy 

3. Fiqh Dawly 

4. Fiqh Harbiy 

Pembidangan-pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang 

sebagai ‚pembidangan yang telah selesai‛. Pembidangan fiqh siya>sah 

telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar 

manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan 

pengaturan siya>sah. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan 

antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan 

pengaturan siya>sah, dibedakan:14 

1. Fiqh Siya>sah Dustu>ri>yyah yang mengatur hubungan antar warga 

negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 

                                                 
13

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, 29-30. 
14

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah…, 31. 
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warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas 

administratif suatu negara.    

2. Fiqh Siya>sah Dawliyyah, yang mengatur antara warga negara 

dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara 

dan lembaga negara dari negara lain. 

3. Fiqh Siya>sah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaraan uang milik negara. 

Namun perlu diketahui bahwa, dalam penelitian ini penjelasan 

akan terfokuskan pada siyasah idāriyah yang merupakan bagian dari 

siyasah dustūriyah. Dalam siyasah dustūriyah terkandung beberapa 

bagian diantaranya terdapat penetapan hukum (tasyri‘iyah) oleh 

lembaga legislatif, peradilan (qadā’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan 

administrasi pemerintahan (idāriyah) oleh birokrasi atau eksekutif.  

 

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari bidang 

pembahasan fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas diantaranya adalah 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan 

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 
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tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum 

dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga 

negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.15 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah berkiatan 

mengenai hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Oleh sebab itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.16 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup ruang lingkup atau bidang 

yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqih siyasah dusturiyah 

tidak dapat dipisahkan dari  2 (dua)  hal pokok: yaitu pertama, dalil-

dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, maqashid al-

syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, 

yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan 

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya. 

                                                 
15

 Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam‛.(Jakarta, 

Prenadamedia Group. 2014),  177 
16

 Prof. H. A. Djazuli, ‚Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah‛, (Jakarta: Kencana, 2004),  47. 
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Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu: 

a. Siyasah tasri’iyah 

Secara sederhana siya>sah tasri’iyahmengatur persoalan ahlul 

halli wal aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslim dan 

non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-

undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. 

Lebih rincinya Siyasah tasri’iyah, Membahas mengenai 

kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum. istilah siya>sah 

tasri’iyahdigunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan 

atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 

kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan 

muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, 

peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta 

peraturan daerah. 

Fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam 

mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash 

al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) 

terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. 

Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan 

qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum 

yang ada dalampermasalahan yang timbul dan menyesusaikannya 
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dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga 

perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, 

agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan 

aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang 

dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang 

merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman 

yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan 

legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan 

harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya 

dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif 

harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti 

undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus 

berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga 

legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan 

pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan 

belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku 

pelaksana pemerintahan.17 

b. Siyasah tanfidiyah 

Membahas mengenai kekuasaan eksekutif yang meliputi 

persoalan imamah, bai’ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-

Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah 

ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam 

                                                 
17

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007),162. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

 
 

ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem 

presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan 

kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan 

pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan 

perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila 

dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan 

umat. Berdasarkan al-Qur̀an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan 

untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat 

bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta 

menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas siya>sah tanfidziyyah 

adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan 

untuk mejabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan 

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri 

maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara 

(hubungan internasional)18 , atau lebih ringkasnya adalah mengatur 

persoalan imamah, persoalan bai’at, wizarah, dll. 

c. Siyasah qada’iyah 

Jika dipahami secara ringkas Siyasah qada’iyah ini mengatur 

masalah-masalah peradilan. Membahas mengenai kekuasaan 

yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang 

peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan 

                                                 
18

Ibid. 163. 
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perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa 

keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-

persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk 

diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi 

konstitusi suatu negara. 

Tugas siya>sah qadla>’iyahadalah untuk mempertahankan 

hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga 

legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya 

meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang 

memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata 

maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam 

melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang 

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta 

perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya 

adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan.19 

 

 

 

                                                 
19

 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 

cet. ke-1, h.273. 
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d. Siyasah idariyah 

Membahas mengenai persoalan administratif dan 

kepegawaian.20 Proses administrasi merupakan keseluruhan proses 

rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi mencapai 

suatu tujuan yang telah di tetapkan. Administrasi negara dalam 

syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, 

keturunan dan kehormatan melalui pendataan. Hal yang bersifat 

administratif ini dilaksanakan demi menghindari salah kaprah dalam 

segala hal keadministrasian di suatu negara. 

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan 

ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai 

landasan etika dan moralyang direalisasikan kedalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ending Saifuddin Anshari 

mengatakan bahwa negara adalah organisasi bangsa untuk mencapai 

tujuannya. Oleh sebab itu, bagi setiap Muslim negara merupakan 

alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan 

mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah Fil Ardh, 

untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan 

ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam 

lingkungannya. 

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa 

prinsip-prinsip dasar mengacu pada teks-teks syari’ah yang jelas dan 

                                                 
20

 Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)hlm 48. 
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tegas. Disisi lain, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan 

kesimpulan dan termasuk dalam fiqh. Dalam hal ini, makna yang 

terkandung dalam Siyasah Idariyah adalah salah satu bagian dari 

hukum Islam yang membicarakan mengenai bidang administrasi 

pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. 

Secara umum arti lembaga eksekutif ialah pelaksanaan yang 

dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik 

sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Miriam 

Budiardjo mencakup beberapa bidang :21 

1. Diplomatik, penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan 

Negaranegara lain. 

2. Administrasif, melaksanakan peraturan serta perundang-

undangan yang dibuat oleh badan legislatif. 

3. Militer, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan 

Negara dan melakukan perang bila didalam keadaan yang 

mendukung. 

Dalam aturan Siya>sah Ida>riyahpengawasan yang dilakukan 

oleh seorang Wazi>r pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 

menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat 

                                                 
21

 Miriam, Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 

35. Lihat Yustiana, ‚Konsep Kementrian (Al Wiza>rah) Imam Al Mawardi Dan 

RelevansinyaTerhadap Sistem Pemerintahan Daerah‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden 

Intan, 

Lampung, 2017), 38. 
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membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien22 

 

C. Mekanisme Pemilihan Imamah Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Dalam suatu agama tidak akan berjalan tanpa adanya jama’ah, Tidak 

akan tegak suatu jama’ah kecuali dengan kepemimpinan dan tidak ada 

pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al- Hasan al-Bashri pernah 

mengatakan, ‚mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum‟at, shalat 

jama‟ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi 

Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan 

maksiat atau berlaku zalim‛.23 

Salah satu kewajiban dalam beragama adalah menegakkan Imamah, 

sebab manusia membutuhkan persatuan satu sama lain dan saling membantu. 

Merujuk pada fakta tersebut, kondisi demikian tidak akan terwujud tanpa 

adanya sesorang yang mengatur, mengkoordinir dan memimpin serta bekerja 

demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibn 

Hazm menegaskan bahwa telah menjadi konsensus (kesepakatan bersama) 

seluruh Ahlus sunnah, Murji‟ah, Syi‟ah dan Khawarij atas kewajiban 

menegakkan imamah. 

 

                                                 
22

 Mat Khoruddin, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas 

Pemilu(Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015‛  

(Skripsi-- 
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 65. 
23

Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 73. 
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Allah SWT berfirman:24 

نَازَعْتُمْ فِ  رُُّّو ُُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ ت َ ٍٍ ف َ ْْ ََ  
لِ  وْمِ الْْخِرِ ۚ ذََٰ تُمْ تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالْي َ رٌ وَأَحْسَنُ تََوِْيلً إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ    كَ خَي ْ

‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah 
(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).‛ (Q.S An-Nisa : 59) 
 

Abu Ja‟far al-Thabari mengomentari ayat ini, ‚pendapat yang paling 

utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada 

Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat. Imam Abu 

Bakar bin al-Arabi berkata, ‚pendapat yang benar menurutku, mereka adalah 

para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber 

urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama‟, karena 

bertanyapada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka 

mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib‛.25 

Beberapa pendapat menurut Ijtima’ Ulama’ : 

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk 

menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur 

kehidupan dunia.26 

2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya 

wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin 

3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah 

                                                 
24

 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan , (Bandung :   Penerbit Diponegoro, 2009), 87. 
25

Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 78. 
26

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), 78. 
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hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syari‟at 

serta konsensus para sahabat dan tabi‟in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, 

para sahabat segera memberi bai‟at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan 

menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada 

setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan 

kewajiban memilih seorang imam (kepala negara). 

Dalam mekanisme pemilihan pemimpin harus memenuhi syarat- 

syarat menurut Islam dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan 

yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat 

untuk menjadi Imam atau pemimpin. 

Abu Ja‟la al-Hambali menyebut empat syarat untukmenjadi pemimpin 

: 

a) Haruslah orang Quraisy 

b) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, 

berilmu dan adil 

c) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, 

siyasah, dan pelaksanaan hukuman 

d) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu danagama. 

Sedangkan menurut Al Mawardi:50 

a) Memiliki sifat adil dengan syarat-syaratuniversal 

b) Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untukijtihad 

c) Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung 

permasalahan yang telah diketahuinya. 
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d) Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang 

menghalaginya bertindak dengan sempurna dan cepat 

e) Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun 

mengelola kepentingan umum 

f) Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun 

ekstern 

g) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dariQuraisy 

Menurut Al-Ghazali pula, yang terpenting antar kesemuanya itu 

adalah sifat wara‟, yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah 

hukum dan syari‟at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan 

para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil 

keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.Tokoh-tokoh  

tersebut  seperti  Al-Mawardi,  Al-Ghazali,  Abu  Ja‟la  al- Hambali 

mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy 

tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat 

untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah 

menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al- 

Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, 

‚para pemimpin harus dari bangsa Quraisy‛.27 

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan 

pengangkatan seorang khilafah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan 

                                                 
27

 Sayuti Pulungan Hukum Tata Negara Islam (Jakarta : Rajawali, 1997), 256. 
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melalui kesepakatan AHWA (Ahlu al-Halli wa al-Aqdi).28 

 

D. Ahlul Halli Wal Aqdi 

1. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi 

Secara etimologi pengertian Ahlul halli wal aqdi artinya ‚orang 

yang melepas dan mengankat, atau orang yang dapat memutuskan dan 

mengikat‛, sedangkan menurut para fuqoha Ahlul halli wal aqdi ialah 

golongan seseorang yang sudah dipilih dan mendapatkan persetujuan 

dari umatnya. Pendapat mereka dijadikan panutan oleh seluruh umat 

dan mendapatkan kepercayaan yang penuh.29 

Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab istilah yang lebih 

populer untuk menyebut ahlul halli wal aqdi adalah ahlul al-syura, 

lembaga ini oleh para sahabat digunakan menjadi media pengganti 

kepala Negara dan tempat bermusyawarah untuk memutuskan 

kebijakan-kebijakan negara.30 

2. Tugas dan Kewenangan Ahlil Halli Wal Aqdi 

Tugas Ahlil Halli Wal Aqdimenurut Al-Mawardi:31
 

a) Mengajak kepada kebaikan, segala perkara umum yaitu 

menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang telah 

dibuat melalui proses musyawarah. 

                                                 
28

Ibid, 258. 
29

Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi, hlm 173. 
30

Ibid. 
31

Ibid.  
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b) \Mengatasi para penguasa yang zalim, yaitu penguasa yang 

menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. 

Menurut al-Farra, ahlul halli wal aqdi harus memiliki 3 syarat, 

yaitu:32 

a) Memiliki sikap yang adil. 

b) Memilikipengetahuan yang dapat mengetahui siapa yang pantas 

 memegang kemimpinan. 

c) Ahlul halli wal aqdi harus terdiri dari para pakar dan ahli 

 menejmen untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin. 

Menurut al-Mawardi ahlul halli wal aqdi atau al-ikhtiyar harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:33 

a) Bersikap adil. 

b) Memiliki pengetahuan yang luas untuk memungkinan mereka 

 memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam. 

c) Mempunyai wawasan agar dapat memilih yang tepat menjadi 

 imam. 

Selain dari pada itu ahlul halli wal aqdi juga memiliki 

kewenangan sebagai wakil rakyat diantaranya yaitu:34 

a) Ahlul halli wal aqdi memberikan memasukan kepada pemimpin. 

                                                 
32

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 109. 
33

Ibid. 
34

Ibid.  
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b) Pemimpin seharusnya mengajukan konsep rancangan hukum 

perundang-undangan kepala mejelis atau ahlul halli wal aqdi untuk 

mendapatkan pengesahan. 

c) Ahlul halli wal aqdi mempunyai hak untuk menerima tuntutan 

rakyat. 

d) Ahlul halli wal aqdi mempunyai hak untuk memberikan batasan 

jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpinan. 

Lembaga Ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang harus 

bersikap netral saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai 

lembaga negara yang melakukan pengawasan dan memutuskan atas 

nama rakyat. Intinya lembaga harus mengutamakan kepentingan 

rakyat. Begitu juga kalau melihat lembaga yang perwakilan di 

Indonesia khususnya masa orde baru,lembaga hanya menjadi cap 

pemerintah untuk memberikan kebijakan yang dapat merugikan 

masyarakat.35 

3. Prinsip-prinsip Ahlul Halli Wal Aqdi 

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang ada pada zaman ini 

untuk dijadikan sebagai panutan didalam menjalakan kegiatan 

pemerintahan sebagai bentuk untuk mewujudkan pemerintahan yang 

dimokrastis dan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. 

Prinsip-prinsip tersebut di antaranya yaitu:36 

 

                                                 
35

Ibid. 
36

Ibid.  
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a) Prinsip al-Syura (consultation) 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan pada Surat Al-Syura pada ayat 

38: 

نَاهُمْ ي نُْفِقُونَ  هُمْ وَمَِّا رَزَق ْ ن َ ورَىَٰ بَ ي ْ َُ  وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِِّّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَةَ وَأمَْرهُُمْ 
 ‚Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 

seruan tuhanya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan 

mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 

berikan kepada mereka.‛ (Al-Syura:38)37 

 
Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa musyawarah 

adalah melalui musyawarah atau dialog juga kekuasaan dari 

pemerintah yang menindas hak pribadi dapat diperkecil terjadinya. 

Musyawarah secara metologi diartikan sebagai forum dimana setiap 

persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau rakyat dicari 

solusinya dan pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang 

rasional.38 

b) Prinsip al-Musyawa (equality) dan al-ikha’ (brotherhood) 

Keduanya memiliki arti persamaan dan persaudaraan. 

Didalam Al-Qur’an dijelaskan pada surat Al-Hujarat ayat 13: 

عَارَفوُا ۚ إِنَّ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ  بَائِلَ لِت َ عُوبًِ وَق َ َُ وَأنُْ ثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ 
قَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ   أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَ ْ

‚Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

                                                 
37

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-

Syura:38. 
38

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 115. 
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takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.‛ 

 
c) Prinsip Al-Adalah  

Prinsip ini terdapat arti keadilan yang harus ditegakkan 

tanpa adanya diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan 

intergritas. Al-Qur’an menempatkan prinsip ini sebagai tolok ukur 

seseorang yang bertaqwa. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah 

SWT berfirman: 

وْمٍ عَلَىَٰ  نَآنُ ق َ ََ ٍَ بِِلْقِسْطِ ۖ وَلَ يََْرمَِنَّكُمْ  هَدَا َُ وَّامِيَْ للََِّّ   يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا ق َ
عْمَلوُنَ  ۚ  إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بِاَ ت َ رَبُ لِلت َّقْوَىَٰ ۖ وَات َّقُوا اللَََّّ عْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا هُوَ أَق ْ  أَلََّ ت َ

‚Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada allah, 

sesungguhnyaallah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.‛ (Al-Maidah:8)39 

 

d) Prinsip al-Huriyyah (Freedom) 

Prinsip al-Huriyyah adalah prinsip dasar bagi hakikat 

kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh tuhan yang dilengkapi 

dengan daya intelektualitas yang lebih sempurna.. Seperti 

kebebasan memeluk agama, Al-Qur’an menjelaskan dalam surat Al-

Baqorah ayat 256 Allah berfirman:40 

                                                 
39

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-

Maidah:8. 
40

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik  Islam hlm 117. 
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ِّْ ۚ فَمَ  دُ مِنَ الْغَ َْ َ الرُّ يَّْ ب َ ينِ ۖ قَدْ ت َ قَدِ لَ إِكْراَ َُ فِ الدِّ نْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَي ؤُْمِنْ بِِللََِّّ ف َ
يعٌ عَلِيمٌ  ُ سََِ  اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىَٰ لَ انفِْصَامَ لََاَ ۗ وَاللََّّ

‚Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang 
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.‛ 

 
e) Prinsip al-amanah (Trust) 

Dalam konteks kekuasan negara, amanah adalahperintah 

rakyat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kesepakatan sosial 

yang tinggi. Sebagai pengemban amanah, wajib hukumnya 

melaksanakannya secara adil. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip 

yang harus dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentinnya 

prinsip ini Al-Qur’an melaui surat An-Nisa’ ayat 58 Allah 

berfirman:41 

حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا ۞ إِنَّ اللَََّّ يََمُْركُُمْ أَنْ تُ ؤَُُّّوا الَْْمَانََتِ إِلَََٰ أَهْلِهَا وَإِذَا 
عًا بَصِيراً ي ا يعَِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ  42 بِِلْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّ

 
f) Prinsip al-Salam (peace) 

Islam mengutamakan perdamaian dalam segala aspek 

kehidupan, sesuai dengan tujuan yang dibawa oleh nabi sebagai 

rahmatanlilalamin bagi seluruh alam semesta alam. Jadi prinsip 

                                                 
41

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 118. 
42

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013)An-

Nisa’:58. 
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perdamaian yang ada dalam politik islam merupakan prinsip yang 

sangat penting dan harus ditegakkan karena merupakan suatu hal 

yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Anfal ayat 61:43 

مِيعُ الْعَلِيمُ  لْ عَلَى اللََِّّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّ وكََّ لْمِ فَاجْنَحْ لََاَ وَت َ  ۞ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

g) Prinsip al-tasamuh (toleran) 

Prinsip untuk saling menghargai sesama manusia meskioun 

tidak beragam Islam dan bernegara yang sama. Pentingnya prinsip 

ini Al-Qur’an dalam surat Al-Baqorah ayat 2 dan surat Al-kafirun 

ayat 6 Allah SWT berfirman:44 

 لَكُمْ ُِّينُكُمْ وَلَِ ُِّينِ 
‚Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."(Al-

Kafirun:6)45   

 

Prinsip-prinsip di atas, dapat diketahui bahwa syura adalah 

bagian dari perintah Tuhan yang sekalian menjadi prinsip bagi umat 

Islam dalam menjalankan kehidupan pemerintahan untuk 

menghindari pemerintahan yang sewenang-wenangnya dengan jalan 

kekerasan. Kata syurasecara etimologi memiliki arti mengeluarkan 

madu dari sarang lebah. Dengan demikian makna syura adalah 

sesuatu yang dapat diambil yang berupa pendapat dan juga dapat 

dikeluarkan utuk menemukan jalan yang baik. Dalam Al-Qur’an 

                                                 
43

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 119. 
44

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 120. 
45

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-

Kafirun:6. 
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kata syura terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam surat Al-

Baqarah ayat 233 yaitu tentang kesepakatan (musyawarah) yang 

harus dijalankan oleh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak 

sebelum dua tahun.46 

لِمَنْ أَراََُّ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى  ۞ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلََُّهُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ ۖ
 الْمَوْلوُُِّ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ بِِلْمَعْروُفِ ۚ لَ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلََّ وُسْعَهَا ۚ لَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ 

لِكَ  راَ ٍٍ  ۗبِوَلَدِهَا وَلَ مَوْلوٌُُّ لَهُ بِوَلَدِ ُِ ۚ وَعَلَى الْوَارثِِ مِثْلُ ذََٰ  فَإِنْ أَراََُّا فِصَالَ عَنْ ت َ
رْضِعُوا أوَْلَُّكَُمْ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَُّْتُُْ أَنْ تَسْت َ  مِن ْ

تُمْ بِِلْمَعْروُفِ ۗ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ ا ي ْ عْمَلوُنَ بَصِيرٌ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آت َ  للَََّّ بِاَ ت َ
‚Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. 
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 

mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 

lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) 

karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan 

dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 

kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.‛ (Al-Baqarah:233)47 

 
 Sedangkan ayat kedua dan ketiga yaitu surat Ali Imran ayat 159 

dan Al-syura ayat 38. Dalam ayat ini membahasa bahwa lebih umum bila 

Allah memerintahkan kepada nabi untuk bermusyawarah dengan sahabat. 

هُمْ فَبِمَا رَحَْْةٍ مِنَ اللََِّّ  لِنْتَ لََمُْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظِّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَن ْ
بُّ الْمُت َ  لْ عَلَى اللََِّّ ۚ إِنَّ اللَََّّ يُُِ وكََّ ت َ اوِرْهُمْ فِ الَْْمْرِ ۖ فَإِذَا عَزمَْتَ ف َ ََ غْفِرْ لََمُْ وَ ْْوكَِّلِيَْ وَاسْت َ

48
 

                                                 
46Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 122. 
47

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Al-

Baqarah:233. 
48

Dapartemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, Cet. IV, 2013) Ali 
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4. Sistem Pengambilan KeputusanAhlul Halli Wal Aqdi 

Musyawarah untuk mufakat merupakan bagian dari sistem 

pengambilan keputusan selain voting, yang biasa dijadikan sebagai jalan 

pengambilan keputusan dalam organisasi modren dan lembaga negara 

saat ini.Musyawarah merupakan suatu pertemuan yang membahas 

masalah kemudian saling mengungkapkan pendapat agar memperoleh 

hasil kesimpulan yang baik. Dalam melaksanakan musyawarah ada 4 

unsur yang tidak boleh dilanggar, yaitu:49 

a) Mustasyir yaitu orang yang ingin terjadinya musyawarah yang 

pendapat tersebut benar dan hampir benar. 

b) Musytasyar ialah seseorang yang diajak bermusyawarah. 

c) Mustasyar fih yaitu masalah yang akandi musyawarahkan. 

d) Ra’yu adalah pendapat bebas yang dapat dipakai dengan memiliki 

bukti. 

 

E. Model – Model Pemilihan Pemimpin Pada Masa Khulafaur Rasyidin 

Berikut adalah beberapa metode pengangkatan pemimpin pada masa 

Khulafaur Rasyidin :50 

1. Model pemilihan Abu Bakar (632-634 M) 

Semasa hidup-Nya, Rasulullah tidak pernah menitipkan pesan 

dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas 

                                                                                                                                      
Imran:159. 
49

Farid Abdul Kholiq, Fikih Politik Islam hlm 7. 
50

Dr. Badri Yatim, M.A, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ),  36. 
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kepemimpinan-Nya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa 

perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah khususnya antara 

kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan pada akhirnya setelah dilakukan 

musyawarah ditemukan sebuah kesepakatan bersama. Sepeninggal 

Rasulullah Abu Bakar menjadi khalifah penggantinya dengan cara 

Demokrasi/Musyawarah/Konsensus antara kaum Anshar dan Muhajirin. 

Adapun dasar kesepakatan tersebut adalah: 

a. AbuBakaradalahorangpertamayangmengakuiperistiwa 

Isra’Mi’raj. 

b. Beliau juga orang yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika 

hijrah ke Yastrib. 

c. Ia juga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang 

memeluk agama Islam dan ketika Rasulullah SAW sakit, Abu 

Bakar menggantikannya sebagai imam.  

Adapun proses pemilihan nya adalah, pada awalnya kaum Anshar 

menawarkan Saad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, 

dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khatab dan Abu Ubaidah serta 

berkata kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT karena 

pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi 

dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah 

muncul dari kaumMuhajirin.51 

Kemudian Umar menolak usulan dari Abu Bakar dan berkata 

                                                 
51

Dr. Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag, Sejarah Peradaban Islam, (Fakultas Syariah IAIN raden Intan 

Lampung),  61. 
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Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin, dan 

setelah sekian lama perdebatan akhirnya keputusan jatuh kepada Abu 

Bakar dan Umar mengucapkan sumpah setianya lalu diikuti oleh Saad 

bin Ubadah dan diikuti oleh seluruh umat Islam. 

2. Model pemilihan Umar bin Khatab (634-644 M) 

Adapun pemilihan Umar bin Khatab sebagaiberikut: 

a. Penunjukan Abu Bakar dengan persetujuanrakyat 

Abu Bakar sebagai khalifah pertama menunjuk Umar 

sebagai khalifah penggantinya, penunjukan tersebut berdasarkan 

dengan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Ustman bin Affan, 

Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-

sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar. Pada umumnya 

mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum 

muslim dengan serempak. 

b. Proses pemilihan 

Ketika Abu Bakar dalam keadaan sakit ia menyeru kepada 

Ustman bin Affah untuk menulis wasiat yang mana menunjuk Umar 

bin Khatab sebagai penggantinya dengan maksud agar ketika 

sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan dikalangan 

umat Islam untuk masalah khalifah. 

Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh 

masyarakat yang segera secara beramai-rama membaiat Umar 

sebagai khalifah, sehingga keputusan tersebut bukan keputusan Abu 
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Bakar sendiri namun persetujuan umat muslim semua. 

3. Model pemilihan Ustman bin Affan (644-656M) 

Berdasarkan kesepakatan dewan majelis dan pengumutan suara 

terhadap dua calon khalifah.52Berbeda dengan Umar bin Khatab, 

pemilihan Ustman berdasarkan kepada konsensus dewan pemilihan 

khalifah dan juga terdapat dua kandidat kuat yaitu Ustman bin Affan 

dan juga Ali bin Abi Thalib yang mana pada akhrnya terpilihlah Ustman 

sebagai khalifah.53 

a. Proses Pemilihan 

Sebelum Umar wafat karena ditikam oleh seoram budak 

Persia ia telah membentuk sebuah dewan formatur yang bertugas 

untuk memilih khalifah baru, dewan tersebut terdiri dari Ustman bin 

Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah Bin Ubaidillah, Zubair bin 

Awwan, Abdurrahman bin Auf, dan Saad bin Abi Waqqas. Setelah 

Umar bin Khattab wafat dewan yang telah dibentuk tersebut 

mengadakan rapat, dan dari keenam dewan tersebut diantaranya 

mengundurkann diri dan tinggallah  dua calon kuat yakni, Ustman bin 

Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun demikian karena kedua orang 

yang sangat mulia ini tidak gila terhadap kekuasaan dan jabatan 

mereka saling menuding dan beranggapan bahwa mereka tidak lebih 

baik dari lawannya, sehingga Ali menunjuk Ustman sebagai khalifah 

                                                 
52

Ibnu al-Jauzi, Manaqih Umar ibn al-Khattab, Tahqiq: Zainab Ibrahim al-Qaruth (Edisi 

Terjemahan cet I), 67. 
53

Ibid. 64. 
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dan begitu jugasebaliknya. 

Karena kejadian tersebut Abdurrahman bin Auf meminta kepada 

dewan formatur agar rapat ditunda, dengan tujuan menanyakan persetujuan 

masyarakat ketika itu. Dan pada akhirnya Ustman yang menjadi khalifah 

pengganti Umar bin Khatab. 

4. Model pemilihan Ali bin Abi Thalib (656-661 M) 

  Secara umum dasar pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah 

sama dengan pemilihan Ustman bin Affan, hanya saja calon pada masa 

ini hanya Ali yang menjadi calon tunggal dari dewan pemilihan khalifah. 

Adapun proses awal terjadinya pemilihan Ali bin Abi Thalib adalah 

sebagai berikut:54 

  Pada awalnya Ali menolak untuk diangkat menjadi khalifah, 

karena melihat dari berbagai sisi dan berbagai pertimbangan pada 

akhirnya beliaumenyutujuinya. 

  Namun demikian, terpilihnya Ali sebagai khalifah 

menyisakanbeberapa kelompok pemberontak, yang menuntut agar 

pembunuhan Ustman bin Affan diusut dan pembunuhnya dihukum.

 Empat metode pengisian jabatan kepala negara yang masing-

masing diterapkan dalam pengangkatan Khulafa al-Rasyidin, menurut 

Jimly Assiddiqie, diidealkan sebagai pilihan metode suksesi damai. 

Meskipun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sejauh 

menyangkut keabsahan secara sosiologis, keempatnya mendapatkan 

                                                 
54

Mustafha Hilmi, Nizam al-Khalifah Fi al-Fikri al-Islam, (edisi terjemahan), cet II, 106. 
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dukungan luas di antara para sahabat dan kekuasaan yang berhasil 

dibangun terbukti efektif dalam sejarah.55 

  

                                                 
55

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik  Islam, 

(Jakarta : Erlangga, 2008), 146. 
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BAB III 

MEKANISME DISKUALIFIKASI BAKAL CALON WAKIL KEPALA 

DAERAH MENURUT UNDANG – UNDANG 

 

A. Pemilihan Kepala Daerah 

Indonesia dengan sistem demokrasinya dalam memilih pemimpin 

menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala 

daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi 

dan/atau kabupaten/kota berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan 

wakil kepala daerah. ‚Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah Provinsi, Kaabupaten dan Kota dipilih secara 

demokratis.‛1 

Menurut Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi 

Pemilu.Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan 

kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah 

serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat‛ .2 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan konsekuensi 

fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi juga rekruitmen politik yakni 

penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai 

kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun 

                                                 
1
UUD NRI 1945 Pasal 18 Aat (4). 

2
53Ibnu Tricahyo, “Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional &Lokal. PT.In -Trans 

Publishing” 
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walikota/wakil walikota yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Daerah 

(KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. 

 

B. Syarat – Syarat Pemilihan Calon Kepala Daerah 

1. Persyaratan Calon Kepala Daerah Menurut Undang – Undang 

Persyaratan calon Kepala daerah di Indonesia baik Gubernur dan 

Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil 

Walikota yang dapat mengikuti pemilihan diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebgai berikut : 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Cita – Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 
sederajat. 

d. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur serta 25 Tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta 
calon Walikota dan Wakil Walikota. 

e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari 
tim. 

f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan 
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 

surat keterangan catatan kepolisian. 
i.  Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.  

j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan negara. 

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi. 
m. Belum pernah menjadi sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, 

wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama dua kali masa 

jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil 
gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan 

calon wakil walikota. 

n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil 
gubernur, bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil 

walikota pada daerah yang sama. 

o. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, 
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri 

di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. 

p. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan 
penjabat walikota. 

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. 

r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala 

desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 

peserta pemilihan. 
s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

 
Seperti yang dimuat didalam Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

pada pasal 7 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi sesorang 

yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, akan tetapi yang menjadi 

bahan utama dalam penelitian ini adalah poin pada huruf  (e) yaitu 

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. 

Dengan demikian, kondisi kesehatan dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi 
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bagai siapapun yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah 

maupun wakil kepala daerah. Dalam hal pembuktian guna memenuhi 

persyaratan tersebut maka bagi bakal calon harus bersedia melakukan 

tes medis atau kesehatan kepada tim medis yang disediakan oleh KPU. 

2. Persyaratan Calon Kepala Daerah Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020 

Persyaratan calon Kepala daerah di Inonesia baik Gubernur dan 

Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil 

Walikota menurut PKPU diatur dalam PKPU NO 1 Tahun 2020 Tentang 

perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota. Dimana 

syarat Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota dengan memenuhi persyaratan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 

2020 pada Pasal 4 sebagai berikut : 

1. Ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat;  

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur jdih.kpu.go.id- 10 - dan 25 (dua puluh lima) 

tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali 
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Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan 

Calon; 

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan 
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh 

dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan 

Narkotika Nasional (BNN); 
f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak 

pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian 

suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam 
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan 

politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;  

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara 
meliputi:  

1. terpidana karena kealpaan; atau  

2. terpidana karena alasan politik;  
3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan 

kepada publik;  

4. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka 

mengemukakan kepada publik;  

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;  

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan 
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak; jdih.kpu.go.id- 11 –  

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

k.  menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang 

berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara 
negara;  

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan negara;  

m.  tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi;  

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, 
Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk 

Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau 
Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil 

Wali Kota, dengan ketentuan : 
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1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan 

jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa 

jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa 
jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, 

dan sebaliknya;  

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, 
adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil 

Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota 

dengan Bupati/Wali Kota, dan jdih.kpu.go.id- 12 - jabatan 
Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;  

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 
b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-

turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah 

yang sama atau di daerah yang berbeda;  
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua 

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 
akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau 

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota yang bersangkutan; dan 
5.  ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 

dengan angka 4, berlaku untuk: 

a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang 
dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang 

diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 
atau  

b)  jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan 

Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena 
perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota; 

jdih.kpu.go.id- 13 –  

p.  belum pernah menjabat sebagai:  
1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon 

Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di 

daerah yang sama;  
2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon 

Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; 

atau  
3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon 

Wakil Wali Kota di daerah yang sama;  

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 
1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota 

yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, 
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Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;  

2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota 

yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur 
di provinsi lain; atau  

3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai 

Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;  
r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan 

negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang 
mencalonkan diri di daerah yang sama;  

s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau 

penjabat Wali Kota;  
t.  menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah jdih.kpu.go.id- 14 

- atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai 

calon;  
u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain 
dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;  

v.  berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak 

ditetapkan sebagai calon; atau  
w.  berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK 
dan PPS.  

1) Ayat (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi 
penyandang disabilitas.  

(2.a).  Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah 

melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani 

pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  

(2b) . Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di 
media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan 

mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan 

Pers yang berisi:  
a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara 

atau Mantan Terpidana;  
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b. jenis tindak pidananya; dan jdih.kpu.go.id- 15 –  

c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang.  

 (2c). Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan 
dengan ketentuan:  

a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa 

pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;  
b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter 

kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per 

delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman 
tiga, atau halaman terakhir;  

c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a 

paling kurang memuat:  
1. nama lengkap;  

2. tempat tanggal lahir;  

3. jenis kelamin;  
4. alamat;  

5. pendidikan; dan  

6. pekerjaan.  
d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b 

dan huruf c paling kurang memuat:  

1.  jenis tindak pidana;  
2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap;  

3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani 

pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau 
nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang 

menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam 

penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f1;  

4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang 
bebas jdih.kpu.go.id- 16 - dari kepala lembaga 

pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan 

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan  
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa 

bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan 

yang berulang-ulang dari Kepolisian.  
 (2d). Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal 

calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai 
dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. 

(2e). Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana   

dimaksud pada ayat (1) huruf j dikecualikan bagi:  
a. pemakai narkotika karena alasan kesehatan;  

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri 
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melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; 

atau  

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang 
berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk 

menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani 

proses rehabilitasi.  
  (2f) Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil 

pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

e dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.  

 

PKPU (Peraturan komisi pemilihan umum) No. 1 Tahun 2020  

merupakan turunan dari undang-undang yang mengatur mengenai 

pemilihan kepala daerah, didalam PKPU tersebut diatur lebih rinci 

mengenai persyaratan sebagai calon kepala daerah.  

Sebagaimana pada Undang-undang diatasnya, bahwa apabila 

mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon wakil kepala 

daerah harus memenuhi persyaratan yang telah diatur, salah satunya 

adalah dalam kondisi sehat jasmani dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika. Dalam hal untuk membuktikan seorang  bakal calon 

memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditetapkan maka komisi 

pemilihan umum bekerja sama dengan tim medis yang terdiri dari 

dokter, ahli peskiologi dan BNN guna melakukan pemeriksaan 

kesehatan secara menyeluruh. 

Dengan demikian syarat sehat secara jasmani merupakan syarat 

mutlak yang harus dipenuhi, akan tetapi persyaratan tersebut tidak dapat 

diberlakukan terhadap bakal calon yang menyandang distabilitas. 

Sehingga, apabila terdapat bakal calon yang telah mendaftarkan diri 
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pada pemilihan kepala daerah dan memiliki atau menyandang 

distabilitas tidak dapat digugurkan atas dasar distabilitas yang 

dialaminya. 

Seperti halnya dengan  pengecualian yang diterapkan terhadap 

penyandang distabilitas, begitu pula dalam hal narkotikadidalam tes 

kesehatan apabila terdapat bakal calon yang terbukti tidak terbebas dari 

penggunaan narkotika maka dikecualikan bagi bakal calon yang dala hal 

penggunaan narkotika tersebut sebagai alasan kesehatan. Sehingga tidak 

dapat digugurkan dengan alasn tidak memnuhi syarta terbebas dari 

narkotika. 

3. Persyaratan Calon Kepala Daerah Menurut  PKPU No. 3 Tahun 2017 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merevisi dua peraturan 

KPU (PKPU). Salah satunya, PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati hingga 

Wali Kota. Berikut persyaratan calon Kepala Daerah menurut PKPU 

No. 3 Tahun 2017. 

1) . Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 
sederajat;  

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun 
untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan 

Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon; 
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e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan 

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh 

dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan 
Badan Narkotika Nasional (BNN);  

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena 
kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, 

terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib 

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam 

penjara;  

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa 
pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan 

sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan 
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling 

singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;  

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan 
Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;  

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;  

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 
yang merugikan keuangan negara;  

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi;  

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, 
Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk 

Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau 
Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil 

Walikota, dengan ketentuan:  

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung 
berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, 

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh 

dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua 
setengah) tahun, dan sebaliknya;  

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, 

adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil 
Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota 

dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil 
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Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;  

3.  2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, 

meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan 
yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama 

tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang 

sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;  
4.  perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua 

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada 

angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan 
akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

5. atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota yang bersangkutan; dan 5. Ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada angka  

1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:  

a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan 
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang 

dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang 

diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

atau  

b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan 
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena 

perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;  

p. belum pernah menjabat sebagai:  

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon 
Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di 

daerah yang sama;  

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, 
calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang 

sama; atau  

3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon 
Wakil Walikota di daerah yang sama;  

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:  

1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota 
yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, 

Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;  

2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota 
yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil 

Gubernur di provinsi lain; atau 

3.  Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri 
sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;  

r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan 

negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 
Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang 

mencalonkan diri di daerah yang sama;  
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s.  tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau 

penjabat Walikota;  

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; 

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau 

sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;  

v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali 

sejak ditetapkan sebagai calon; atau  

w.  berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, 
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas 

Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.  

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas. 

 

C. Tahapan Pemilihan Calon Kepala Daerah  

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Pemilihan Kepala daerah dilaksanakan melalui masa 

Pra Pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. 

Masa Pra Persiapan Meliputi : 

a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala daerah mengenai berakhirnya 

masa jabatan; 

b. Pemberitahuan DPRD Kepada KPUD mengenai berakhirnya masa 

jabatan kepala daerah; 

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwl 

tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; 

d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS; 
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e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 

Tahap Pelaksanaan meliputi : 

a. Penetapan daftar pemilih 

b. Pendaftaran dan penetapan calon Kepala daerah/Wakil Kepala daerah; 

c. Kampanye; 

d. Pemungutan suara; 

e. Penghitungan suara; dan 

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah /wakil kepala daerah terpilih, 

pengesahan dan pelantikan. 

Tata cara pelaksanaan masa persiapan dan tahap pelaksanaan diatur 

KPUD dengan berpedoman pada peraturan pemerntah. 

 

D. Diskualifkasi Bakal Calon Kepala Daerah Tidak Memenuhi Sayarat Di KPU 

Lamongan Penyelesaiannya 

1. Pengertian Tidak Memnuhi Syarat Bakal Calon Menurut PKPU. No. 1 

Tahun 2020 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di 

Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta 

diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. 

Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan 

misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapakan mempu 

melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu 

kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang 
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sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban 

kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat 

yang dipimpinnya.  

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung 

kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi 

di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada 

ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung 

dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan 

aman. 

Menurut PKPU. No. 1 Tahun 2020 Pasal 33 ayat (1) dan (3) , 

Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat adalah  Bakal Pasangan Calon 

perseorangan atau salah satubakal calon perseorangan yang 

mengundurkan dirisejak verifikasi administrasi sampai 

denganrekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagimemenuhi 

syarat dan tidak dapat diganti dengancalon lain. Bakal calon juga 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi apabila Bakal 

calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan 

dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan 

calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut 

berhalangan tetap. 

Dengan demikian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi 

syarat dan dapat digugurkan atau didiskualifikasi merupakan calon yang 

berhalangan tetap. 
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Selanjutnya dalam  pasal yang sama pada PKPU. No. 1 Tahun 

2020, ayat (4) mendefinisikan tentang berhalangan tetap antara lain:3 

a. Meninggal dunia, atau 

b. Tidak mampu menjalankan tugas secara permanen. 

Dalam hal ada nya bakal calon tidak memenuhi syarat yang 

didiskualifikasi maka masih dapat diganti paling lam 3 (tiga) hari sejak 

ditetapkan berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat. 

2. Alasan – Alasan Diskualifikasi Calon Wakil Bupati di Kabupaten 

Lamongan 

Dalam hal ini Mahrus Ali selaku ketua KPU Kabupaten 

Lamongan menyampaikan bahwa pengguguran atau diskualifikasi yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan dikarenakan Bakal Calon 

Wakil Bupati Muhammad Suudin dari jalur perseorangan hasil tes 

kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk melnajutkan pencalonannya 

sebagai calon wakil bupati Lamongan. Langkah tersebut diambil KPU 

Kabupaten Lamongan setelah menerima hasil tes kesehatan dari RSU 

Dr. Soetomo Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Huruf (F) dan PKPU No. 18 Tahun 2019 

Pasal (46). 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) 

Huruf F menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Calon kepala daerah 

adalah ‛Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan 

                                                 
3
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Ayat (4a). 
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narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim‛.  

Sehingga untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala daerah 

memenuhi syarat tersebut, KPU Kabupaten Lamongan harus 

berkoordinasi dan membentuk tim pemeriksa sesuai dengan PKPU No. 

18 Tahun 2019 dan dalam hal ini KPU Kabupten Lamongann 

berkoordinasi dengan RSU Dr. Soetomo Surabaya sebagai tempat 

pemeriksaan Ketiga  Bakal Pasangan Calon kepala daerah kabupaten 

Lamongan. Atas hasil pemeriksaan yang diterima oleh KPU Kabupaten 

Lamongan, status Muhammad Suuddin sebagai bakal calon wakil bupati 

gugur atau didiskualifikasi dan tidak dapat melanjutkan tahapan 

pencalonan dikarenakan tidak memenuhi syarat jasmani dan diumumkan 

oleh KPU Kabupaten Lamongan Pada 16 September 2020. 

3. Tujuan Diskualifikasi Calon Wakil Bupati di Kabupaten Lamongan 

KPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus 

mengikuti dasar hukum yang sedang berlaku. Dikarenakan Bapaslon 

Wabup dari jalur perseorangan tidak memenuhi syarat, sesuai hasil tes 

kesehatan RS. Dr Soetomo Surabaya dengan mengacu pada UU No. 10 

Tahun 2016 pasal 7f, PKPU 18 Tahun 2019 pasal 46 dan keputusan KPU 

No. 412/PL.02.2-KPT/06/KPU/IX/2020. 

Dalam pelaksanaan diskualifikasi Calon Wakil Kepala Daerah 

KPU mempunyai tujuan untuk mengganti bakal calon Wakil Kepala 

Daerah tersebut sesuai PKPU 1 Tahun 2020, Pasal 78,79,80 dan 81 dan 

Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 7 huruf f.   
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Mengingat pada saat itu batas maksimal untuk penetapan 

pasangan calon serta pengambilan nomor urut sudah hampir mencapai 

batas maksimal karena itu Tim dari pengusung Bakal calon Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui jalur perseorangan tersebut 

harus segera mengusung nama baru sebagai pengganti Calon Wakil 

Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS 

 

A. Pelaksanaan Diskualifikasi Bakal Calon Wakil Kepala Daerah di Kabupaten 

Lamongan. 

Diskualifikasi calon Kepala Daerah di Kabupaten Lamongan Mahrus 

Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Lamongan menuturkan bahwa 

pengguguran Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dilakukan karena Bakal 

Calon Wakil Bupati Muhammad Suudin jalur perseorangan hasil tes 

keehatannya tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan pencalonannya 

sebagai calon wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamongan. Langkah Tersebut 

diambil setelah KPU Kabupaten Lamongan menerima Hasil Tes Kesehatan 

dari RSU Dr. Soetomo Surabaya yang kemudian mengacu pada Undang – 

Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Huruf (F) DAN pkpu No. 18 

Tahun 2019 Pasal (46). 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2020 Tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 40 Huruf (i) 

menyebutkan dalam penerimaan  berkas Bakal Pasangan Calon Kepala 

Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota maka Bakal Pasangan Calon Kepala 

Daerah harus memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, 

rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk 

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal 
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Pasangan Calon sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (e). Dimana dalam hal 

ini Bakal Calon Wakil Bupati Lamongan Muhammad Suudin dari jalur 

perseorangan hasil tes kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk 

melanjutkan pencalonannya sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten 

Lamongan.sesuai dengan hasil Tes Kesehatan dari RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya. 

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Diskualifikasi 

dapat dilakukan apabila Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah tidak 

memenuhi Syarat yang telah di tetapkan, dalam hal ini mrujuk pada Undang 

– Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 2 Huruf (b) Angka (1) Bakal 

paangan calon Kepala Daerah dapat melanjutkan tahap pencalonan sebagai 

Calon Kepala Daerah Apabila telah memenuhi syarat diantaranya telah 

memenuhi Dokumen persyaratan hal ini mengkerucut pada hasil 

pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan 

narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan 

Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf f. 

Diskualifikasi Bakal Calon Bupati di Kabupaten Lamongan 

dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menerima 

hasil tes kesehatan dari RSUD Dr Soetomo Surabaya, hal ini mengacu dalam 

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf (f) serta 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 Huruf (i) 
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bahwa persyaratan calon Kepala Daerah adalah : ‚mampu secara jasmani, 

rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil 

pemeriksaan menyeluruh dari tim‛.  

Dalam hal ini keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dan memebentuk tim pemeriksa 

sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 dan dalam hal ini Komoso 

Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya sebagai tempat pemeriksaan ketiga Bakal Calon 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan. Atas hasil 

pemeriksaan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lamongan , status Muhammad Suuddin sebagai bakal calon Wakil Bupati 

Kabupaten Lamongan gugur atau didiskualifikasi dan tidak dapat 

melanjutkan tahapan pencalonan dikarenakan tidak memenuhi syarat 

jasmani dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lamongan. 

 

B. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Diskualifikasi Calon Wakil Kepala 

Daerah di Kabupaten Lamongan.  

Menegakkan Imamah merupakan suatu kewajiban paling agung 

dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu 

sama lainnya. Dalam  kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika 

ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya 

maslahat bersama dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Kewajiban 
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tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus parasahabat dan 

tabi‟in.pada waktu Rasulullahsaw.wafat,parasahabatsegeramemberbai‟at atau 

mengangkatAbu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan 

merekapadanya. Hal tersebut kemudian berlaku pada setiap jaman, hingga 

menjadisebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang 

imam (kepala negara). 

Dalam Fiqh Siyasah pengangkatan seorang khilafah melalui cara 

istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (Ahlu al-Halli wa 

al-Aqdi), Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan 

pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, 

atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk 

memberikan bai‟at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode 

pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam 

bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia 

dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA 

beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat 

hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin. Apabila seorang 

pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan 

khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-

syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. 

Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya 

pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis 

Syuro tersebut akan berembug dan sepakat memberikan bai’at 
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(pengangkatan) pada salah satu di antara mereka setelahkematiannya. 

Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu 

yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih khalifah 

bagi kaum muslimin, menyatakan bahwa menemukan pengangkatan 

pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan 

tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah 

setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan 

untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak 

ada perselisihan padanya wajib mengikutinya, sah bai’atnya. 

Sama hal apa yang terjadi dalam Diskualifikasi Calon Kepala Daerah 

Lamongan Tahun 2020 bahwa salah satu bakal calon digugurkan oleh KPU 

Lamongankarena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan karena tidak 

memenuhi syarat kesehatan jasmani dan dalam hal ini antara Fiqh Siyasah 

dan PKPU. No. 1 Tahun 2020 sesuai yaitu umat Islam untuk mentaati Allah, 

Rasul-Nya dan Ulil Amri. 

Allah SWT. Berfirman : 

نَازَعْتُ  رُُّّو ُُ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ ت َ ٍٍ ف َ ْْ ََ مْ فِ 
رٌ وَأَحْسَنُ تََوِْيلً  لِكَ خَي ْ وْمِ الْْخِرِ ۚ ذََٰ تُمْ تُ ؤْمِنوُنَ بِِللََِّّ وَالْي َ  إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ

‚Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.‛ (Q.S. An-Nisa’ : 59) 
 

Ulil amri sendiri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan 

pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah 
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seperti walikota, gubrnur maupun bupati, dengan demikian sama halnya 

seperti Ketua KPU Kabupaten Lamongan harus dipatuhi dan menjadi 

ketetapan untuk dipatuhi oleh setiap warga Negara dan petuh terhadap 

Undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Dalam tinjauan Fiqh SiyasahDisulifikasi Bakal Calon Kepala Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2020, apabila seorang bakal calon khalifah atau 

imamah berhalangan tetap karena tidak memenuhi persyaratan wajib untuk 

menjadi pemimpin, maka pengguguran yang dilakukan oleh KPU terhadap 

salah satu bakal calon dibenarkan oleh syari’at selama syarat-syarat wajib 

sebagai pemipin tetapa da pada bakal calon yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan urain yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini 

dapat disimpulkaan menjadi beberapa poin yakni : 

1. Mekanisme diskualifikasi yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di 

kabupaten Lamongan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada. Diskualifikasi Bakal Calon Bupati di Kabupaten 

Lamongan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Lamongan setelah tiga bakal pasangan calon yang mendaftar dalam 

pemilhan kepal daerah telah melaksanakan pemeriksaan atau serangkaian 

tes kesehatan yang dilaksanakan oleh tim medis yang disediakan oleh 

KPU yang dalam hal ini bertempat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 

Setelah  menerima hasil tes kesehatan dari RSUD Dr Soetomo Surabaya, 

KPU Kabupaten Lamongan mendiskualifikasi bakal calon wakil dari salah 

satu pasangan calon yakni Muhammad Suuddin dengan dasar tidak 

memnuhi syarat kesehatan, mengacu pada Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf (f) serta Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 Huruf (i) bahwa persyaratan calon 

Kepala Daerah adalah : ‚mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari 
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tim‛.  

2.  Dalam tinjaun Fiqh Siyasah implementasi diskualifikasi calon  Kepala 

Daerah Lamongan Tahun 2020 2020 bahwa salah satu bakal calon 

digugurkan oleh KPU Lamongankarena tidak memenuhi persyaratan dan 

ketentuan karena tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan dalam hal 

ini antara Fiqh Siyasah dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 

54 ayat (1) dan (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 

Tahun 2015 pasal 83 ayat (1) dan (2), sesuai yaitu umat Islam untuk 

mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. 

 
B. Saran 

 
a. Kepada KPU Lamongan  perlunya mensosialisasikan Undang- Undang 

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilu agar tidak 

terulang kembali permasalahan seperti ini. 

b. Kepada akademisi, masyarakat umum yang akan mencalonkan diri 

sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati agara tunduk dan patuh 

kepada Peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan. 
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